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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisa kasus Prita Mulyasari pada bab sebelumnya, dapat
disimpulkan hal-hal berikut ini yang merupakan tolok ukur pertimbangan
Majelis Hakim dalam mengkualifikasikan perbuatan melawan hukum
dalam kasus penghinaan melalui surat elektronik, yaitu:

Terpenuhinya unsur penghinaan itu sendiri.

Hal ini dikarenakan penghinaan merupakan varian dari perbuatan

melawan hukum, sehingga dengan terpenuhinya unsur tersebut

maka dengan sendirinya dapat disimpulkan bahwa dalam kasus
tersebut terdapat perbuatan melawan -hukum atau tidak.

Terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum.

Di samping itu, untuk menambah keyakinan, Majelis Hakim juga
mempertimbangkan sisi kebenaran dari pemberitaan yang menjadi alasan
Penggugat merasa terhina dalam gugatannya.

2. Majelis Hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi lebih dahulu
mempertimbangkan jenis dari ganti rugi itu sendiri. Hal ini
dilatarbelakangi oleh suatu kenyataan bahwa pada perbuatan melawan
hukum terutama pada kasus penghinaan dimungkinkan munculnya dua
macam ganti rugi dan masing-masing ganti rugi memiliki faktor penentu

yang berbeda satu dengan lainnya.



100

a. Ganti Rugi Materiil
(1) Memiliki hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukum

(2) Dijabarkan dalam suatu perincian yang jelas

b. Ganti Rugi Immateriil

(1) Memiliki hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukum

(2) Berat ringannya penghinaan

(3) Kedudukan, harkat, martabat pihak yang dirugikan dalam
kehidupan di masyarakat.

(4) Kemampuan Tegrugat

(5) Keadaan yang ada di masyarakat, misalnya kurs dollar, harga-

harga barang pangan.

B. Saran

I8

Hakim dalam memutus perkara mengenai ganti rugi akibat perbuatan
melawan hukum dalam kasus penghinaan seyogyanya memperhatikan dan
memperbandingkan tiga unsur hukum secara berimbang yaitu kepastian
hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Penggugat atau yang diwakili oleh kuasa hukumnya wajib mengingat
bahwa gugatan ganti rugi atas dasar penghinaan menutup gugatan ganti
rugi atas dasar perbuatan melawan hukum, karena kedua dasar gugatan

tersebut tidak dapat diajukan pada saat bersamaan. Oleh karena itu,
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Penggugat sudah sepatutnya memperhatikan dasar hukum dari dasar
gugatan yang diajukannya.

3. Penggugat atau yang di a hukumnya juga wajib mengingat

jukan tuntutan ganti rugi
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